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ABSTRAK

AGUS PRIANTO. Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka. (Di bimbing oleh
Muhlis Madani dan Nuryanti Mustari).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Koordinasi Antar Instansi Dalam
Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka
dengan mengacu pada unsur koordinasi yaitu (1) Agency Effort (Usaha Instansi),
(2) Unity of Action (Kesatuan Tindakan), dan (3) Common Purpose (Tujuan
bersama). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan tipe penelitian
yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
melakukan koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka sejauh
ini sudah bekerja dengan melakukan usaha-usaha ' antar instansi dalam
perlindungan anak diantaranya melakukan usaha sosialisasi, bantuan hukum,
rehabilitasi dan penegakan hukum. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu
dalam melibatkan usaha-usaha antar instansi dan dalam mengambil sebuah
tindakan masih sering terjadi tumpang tindih antar instansi, adanya ego sektoral,
perbedaan Kkarater, perbedaan pendapat terutama dalam pembahasan anggaran
yang kemudian menimbulkan miss komunikasi, kemudian dalam mencapai tujuan
bersama antar instansi telah melakukan usaha dalam pencapaian hasil yang
efektif.

Kata Kunci : Koordinasi, Perlindungan Anak, Penyalahguna Narkoba
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Generasi muda memiliki peranan penting dalam perkembangan bangsa
dan negaraserta sebagai sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan
perlindungan baik secara kelembagaan maupun secara kekeluargaan. Kemajuan
dan kemunduran suatu bangsa itu terletak pada-anak ataupun pemuda-pemudi
yang memiliki jiwa Kkritis, kreatifitas dan inovatif sebagaimana yang dikatakan
Pramoedya Ananta Toer dalam Prasetyo (2014 : 38), bahwa masa depan bangsa
itu terletak pada pemuda-pemudi jika pemuda-pemudinya mati rasa maka matilah
suatu bangsa. Ini mengartikan bahwa peran generasi muda sangat besar
pengaruhnya terhadap kemajuan bangsa-dan negara, terkhususgenerasi Indonesia
memiliki peran penting namun pada umumnya masalah yang terjadi pada anak itu
sering diperbincangkan baik di media massa maupun di media elektronik ini
tentunya mengancam kelangsung hidup generasi muda yang notabene sebagali
masa depan bangsa dan negara. Prasetyo (2014 : 38).

Secara kompleks bahwa perlindungan anak tentunya melibatkan lembaga
dan perangkat hukum untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,
merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor17 Tahun 2016 tentang perlindungan
anak yang menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan
negara memiliki tanggungjawab serta sebagai rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan secara maksimal demi terlindunginya hak-hak anak. Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang komisi perlindungan



anak juga menjadi kekuatan hukum pemerintah dalam melindungi anak sejak dini
sampai pada batas yang telah ditentukan sebagaimana dalam pasal 3 poin (a)
mengatakan bahwa komisi perlindungan anak bertugas melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.(Kementerian
Hukum dan HAM RI. 2016).

Dalam upaya mencapai keberhasilan perlindungan anak penetapan
Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan - Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 7. Tahun 2018 tentang indikator pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga
menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap anak secara
efektif. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018).

Kemudian dalam rangka “penguatan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (PAGN)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bertujuan untuk
mengatasi masalah narkoba agar tidak terus tumbuh sebagai wabah yang buruk
bagi perkembangan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara juga diperkuat
dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika. (Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 2018).
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang petunjuk
teknis pengawasan prekursor narkotikajuga sebagai upaya pemerintah dalam
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Kementerian Badan

Narkotika Nasional. 2017).



Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 3 poin (c) menyebutkan
bahwa melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya
dan pasal 22 poin (j) menyebutkan bahwa sasaran penanganan anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psykotropika dan zat adiktif lainnya
(NAPZA).Peraturan daerah ini sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah
dalam melakukan perlindungan anak yang lebih-efektif dan juga menunjukkan
pentingnya peran orang tua, keluarga dan masyarakatuntuk melindungi anak dari
ancaman kekerasan dan bahaya penyalahggunaan narkotika dan obat-obatan
berbahaya (narkoba). (Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kolaka. 2016).

Salah satu problematika ummat yang sementara dihadapi bangsa Indonesia
adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang
(narkaba) yang semakin hari semakin sulit untuk dibendung tentunya semakin
mengkhawatirkan masa depan anak bangsa dan negara, puluhan ribu bahkan
jutaan orang telah terjerumus kedalam limbah hitam narkoba dan sampai
meregang nyawa. Upanya pencegahan dan penanggulangan mesti dilakukan
melalui koordinasi antar instansi secara berkesinambungan, konsekuen dan
kosisten.Mengingat bahwa gerak dan dinamika kehidupan tidak terlepas dari
berbagai penyimpangan-penyimpangan sosial yang diakibatkan pengaruh
lingkungan, pergaulan bebas dan perkembangan zaman yang semakin
mengglobal. Yuhandi (2017 : 2).

Kemajuan informasi dan teknologi di zaman globalisasi atau sering

disebut dengan bahasa kekikian oleh anak remaja saat ini yaitu zaman now zaman



yang telah menunjukkan eksitensinya pada anak remaja dimana anak remaja yang
akal pikiran masih dikatakan labil atau dengan mudah mengikuti pergaulaan-
pergaulan yang mereka anggap pantas untuk di ikuti, kejadian seperti ini tidak
menutup kemungkinan menimbulkan kekhawatiran kepada perkembangan anak,
mengingat bahwa anak dituntut keras untuk mengikuti pendidikan wajib 12 tahun
hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut serta dalam ketertiban dunia. Yuhandi (2017 : 4).

Masalah yang sementara dihadapi dinyatakan sebagai bencana nasional
yaitu- penggunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya yang tidak tepat dan
berlebihan, penyalahgunaan narkoba merupakan suatu penyimpangan negatif
yang dapat merugikan diri, masyarakat, negara dan semua aspek kehidupan.
Masalah ini banyak terjadi pada kalangan pelajar yang notabene masih dalam
kategori usia dibawah umur (anak) perlu kita ketahui bahwa generasi muda
merupakan sasaran strategis dalam perdagangan narkoba. Hal ini kemudian sangat
disayangkan bagi para pengguna terkhusus pelajar yang sebenarnya paham akan
bahaya narkoba namun tetap menggunakan barang terlarang tersebut, ini
menunjukkan bahwa gaya hidup adalah salah satu pemicu terbesar dalam
penyalahgunaan narkoba.Oleh karenanya kita semua perlu mewaspadai bahaya
dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan hidup generasi muda bahwa
faktor kesehatan juga memegang peranan yang sangat penting dalam upanya
penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hancurnya suatu genersi bangsa yaitu

dengan banyaknya pengguna narkoba oleh kalangan pelajar dan remaja, kembali



menegaskan bahwa peredaran serta penyalahgunaan narkoba itu juga didukung
oleh banyaknya tempat jual beli yang sangat mudah didapatkan seperti di diskotik
dan transaksi narkoba biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.Soeleman
dalam Julianti (2014 : 1).

Dari permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh banyak
masyarakat terkhusus pada pelajar. tentunya juga masih membutuhkan
perlindungan khusus dari pemerintah, orang tuan.dan masyarakat karena pelajar
tersebut masuk pada kategori usia di bawah umur. Ini membuktikan bahwa pelajar
yang menjadi objek utama dalam penyalahgunaan narkoba disebabkan karena
kurangnya Kkoordinasi yang efektif dari pemerintah antar instansi dalam
perlindungannya. Kurangnya koordinasi yang efektif tentunya ada menjadi faktor
penghambat dalam pelaksanaanya sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Randi Yuhandi ‘pada- tahun 2017 dengan judul koordinasi
pemerintah kota dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kota
pekan baru. Menjelaskan bahwa ada 4 (empat) faktor yang penghambat koordinasi
yaitu : (1) faktor hukum (2) faktor penegak hukum (3) faktor rendahnya kesadaran
masyarakat (4) faktor kebudayaan. Dari beberapa faktor tersebut menjadi
keharusan pemerintah untuk lebih memperhatikan ke 4 (empat) faktor pengambat
tersebut agar dalam pelaksanaan koordinasi bisa lebih efektif. Yuhandi (2017:12).

Maraknya penyalahgunaan narkoba itu terjadi pada daerah kabupaten
kolaka sehingga daerah kolaka masuk dalam zona merah peredaran dan
penyalahgunaan narkoba ini disebabkan kolaka merupakan daerah jalur

transportasi terbuka yang menghubungkan beberapa daerah yang ada di sulawesi



tenggara sehingga peredaran narkoba itu terbuka luas, apalagi pengguna narkoba
bukan saja dari kalangan atas tapi sudah menjangkau semua lini seperti anak
sekolah, buruh, nelayan dan generasi muda. Badan Narkotika Nasional (BNN)
Kabupaten Kolaka merilis jumlah penyalahgunaan Narkoba pada Daerah
Kabupaten Kolaka tahun 2016 mencapai 56 orang, tahun 2017 mencapai 32 orang
dan tahun 2018 mencapai 14 orang penyalahguna narkoba diantaranya dari
kalangan pelajar. Kasubag Umum BNNK Kolaka (2019).

Perlindungan anak yang dilaksanakan di kabupaten kolaka belum secara
maksimal terbukii -dengan ‘banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba pada
masyarakat terkhusus oleh kalangan pelajar yang masih dikatakan usia di bawah
umur yang masih membutuhkan perlindungan. Berdasarkan realitas saat ini sangat
berhubungan dengan koordinasi -antar -instansi terkait dalam hal pelaksanaan
perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten kolaka,
mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah
daerah yang mengatur koordinasi baik secara vertical maupun horizontal antara
pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. (Kementerian
Sekretariat Negara RI. 2014).

Dari permasalahan penyalahgunaan narkoba diatas tentunya menjadi tugas
pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap anak agar
terhindar dari pengedarandan penyalahgunaan narkoba.Untuk lebih lanjut
mengkaji sejauh mana peran pemerintah agar berjalan secara efektif dan efisien
dalam melakukan koordinasi dalam perlindungan anak terhadapa penyalahgunaan

narkoba, maka penulis tertarik meneliti dengan judul Koordinasi Antar Instansi



Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten
Kolaka.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan
rumusan masalah yaitu bagaimana Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan
Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan
tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Koordinasi Antar. Instansi Dalam
Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka!
D. Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian yang akan saya laksanakan ini
baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis adalah sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini dapat memberikan pendalaman pengetahuan serta wawasan
penulis mengenai permasalahan perlindungan anak oleh pemerintah daerah
atau instansi terkait di Kabupaten Kolaka.
b. Memberikan sumbangsi atau kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah
ataupun instansi sehingga dalam pencapaian perlindungan anak dapat

terwujud secara efektif dan efisien di Kabupaten Kolaka.



2. Kegunaan Praktis

Adapaun kegunaan praktis dari hasil penelitian ini menjadi acuan bagi
pemerintah dalam hal ini menumbuh kembangkan kesadaran pemerintah daerah
atau instansi antar instansi serta masyarakat dalam perlindungan anak terhadap

penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kolaka.




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Koordinasi

Koordinasi (coordination)adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tidak adanya koordinasi, individu-
individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan
mereka dalam suatu organisasi. Mereka akan mengejar kepentingan sendiri yang
dapat merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Luasnya
kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan komunikasi dari tugas-tugas yang
dilakukan dan tingkat kesalingketergantungan berbagai uni yang menjalankan
tugas-tugas tersebut. Apabila tugas-tugas tersebut memerlukan atau dapat
memperoleh dari arus informasi antar unit, maka yang terbaik dengan melakukan
koordinasi yang tinggi. Tetapi apabila kebutuhan atau manfaat itu tidak ada, maka
pekerjaan tersebut lebih baik diselesaikan apabila tidak banyak waktu yang
diperlukan dalam interaksi dengan anggota dari unit-unit lainnya. Handoko
(2016).

Koordinasi bukanlah perkara yang gampang lebih kepada koordinasi
horizontal dimana yang dikoordinasikan memiliki posisi yang sepadan yakni tidak
terikat secara struktural, perlu adanya kesaling pemahaman dan pengertian
sehingga tidak menimbulkan miss komunikasi dalam mencapai tujuan bersama
baik secara individual, kelompok serta antar instansi. Banyak para ahli

manajemen yang kemudian memberikan definisi berbeda mengenai
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koordinasi,bahwa banyaknya berbagai pendapat yang berbeda kemudian terdapat
benang merah yang bermuara pada upanya terstruktur dalam mengorganisir,
mengarahkan, = mengintegrasikan,  menselaraskan,  mengsinkronkan  dan
mengharmonisasikan berbagai unsur untuk mencapai sasaran akhir. Kementerian
Koordinator BPMP (2015 : 15).

Menurut G.R Terrydalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 :
15),koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron kemudian teratur untuk
menyediakan jumlah dan waktu yang tepat serta mengarahkan pelaksanaan untuk
menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya. Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15).

Sedangkan menurut Hasibuan dalam Arif (2015 : 8), koordinasi adalah
proses mengimbangi dan menggerakkan serta memberikan lokasi kegiatan
pekerjaan yang cocok dengan masing-masing menjaga agar kegiatan terlaksana
secara selaras di antara para anggota itu sendiri. Sedangkan Awaluddin
DjamindalamKementerian Koordinator BPMP (2015 : 15), koordinasi adalah
proses kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas
tertentu sehingga dapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Kementerian
Koordinator BPMP (2015 : 15).

Sementara itu, M.c Farland dalam Rukmanayanti (2014 : 8), koordinasi
adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola atau usaha kelompok
secara teratur antara bawahannya dalam menjamin kesatuan untuk mencapai
tujuan bersama. Senada dengan Moekijat dalam Kamaria (2014 : 9), mengatakan

bahwa koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali



11

kegiatan yang saling berinteraksi antara individu-individu untuk mencapai tujuan
bersama.Kamaria (2014 : 9)

Menurut Handoko dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 16),
koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dengan kegiatan-kegiatan
pada satuan yang terpisah dengan departemen atau bidang-bidang fungsional
dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Kementerian Koordinator
BPMP (2015 : 16).

Dengan demikian dari beberapa definisi diatas dapat disebutkan bahwa
koordinasi -merupakan aktivitas fungsi manajemen dalam mengatur beragam
elemen kedalam suatu pengoperasian yang terpadu, sinkron dan harmonis untuk
menciptakan kerjsama yang selaras dan tertib sehingga mengarah pada pencapaian
tujuan organisasi yang telah ditentukan.Kemudian berdasarkan pada definisi
diatas bahwa sebelum melakukan' “koordinasi perlu adanya syarat-syarat
sebagaimana menurut Hasibuan dalam Arif (2015 : 20) sebagai kelancaran
pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Sense of Cooperation yaitu perasaan untuk bekerjasama ini dilihat dari bagian
bidang pekerjaan bukan secara individual.

2. Rivalry yaitu dalam organisasi besar sering dilakukannya persaingan antar
bagaian agar saling berlomba.

3. Team Spirit yaitu dalam pelaksanaan kerja per bagian harus saling menghargai
dan memberikan motivasi untuk pencapaian tujuan.

4. Esprit de Corps yaitu bagian yang saling menghargai sebagai semangat kerja.
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Adapun prinsip-prinsip koordinasi menurut Dann Sugandha dalam Arif

(2015 : 15), yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain :

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan mengenai sasaran yang harus dicapai

sebagai arah kegiatan bersama.

Adanya kesepakatan mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-
masing pihak termasuk target dan jadwalnya.

. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-
masing serta jadwal yang telah diterapkan.

. Adanya arus informasi ‘dari semua pihak yang bekerja sama mengenai
kegiatan termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.

. Adanya  koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta
memonitor kerjasama serta sebagai-pemecahan masalah bersama.

. Adanya informasi dari berbagai* pihak kepada koordinator sehingga
pelaksanaan kerjasama dapat dimonitor dan mengetahui. masalah-masalah
yang sedang dihadapi oleh semua pihak.

. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional dari berbagai
pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

Dalam pelaksanaan koordinasi Handayaningrat dalam Rukmanayanti,

(2014 : 11), mengatakan bahwa koordinasi memiliki ciri-ciri untuk bagaimana

mengindentifikasi kerjasama untuk mencapai tujuan.

1. Tanggungjawab koordinasi terletak pada tugas pimpinan, karena koordinasi

menjadi wewenang dan tanggungjawab dari pimpinan. Bahwa pimpinan

dikatakan telah berhasil ketika telah melakukan koordinasi dengan baik.
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2. Konsep kesatuan tindakan, karena koordinasi merupakan usaha kerjasama
sebagai syarat mutlak terselenggaranya dengan sebaik-baiknya.

3. Adanya proses, karena koordinasi merupakan suatu proses kerja yang terus
menerus sehingga proses tersebut bersifat kesinambungan dalam rangka
tercapainya tujuan organisasi.

4. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama sebagai kesatuan dari usaha meminta
pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan kegiatan
untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya ‘menurut Hasibuan dalam Rukmanayanti (2014 : 12) bahwa
dalam pelaksanaan koordinasi ada beberapa factor-faktor yang mempengaruhi
sehingga terlaksananya koordinasi sebagai berikut :

1. Kesatuan Tindakan

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau

satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi
lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya.
Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa
pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap
tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi

merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani

hidup, dengan demikian komunikasi memiliki hubungan antara komunikator
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dengan komunikan dimana keduanya memiliki peranan dalam menciptakan
komunikasi.
. Pembagian Kerja

Prinsip pembagian kerja dimaksudkan jika suatu organisasi diharapkan
untuk berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka perlua
dilakukan pembagian kerja.Pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi
untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi, pembagian kerja juga diartikan
sebagai perincian tugas agar setiap ‘individu dalam organisasi memiliki
tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan yang terbatas.
Disiplin

Dalam organisasi yang kompleks bahwa setiap bidang harus bekerja secara
terkoordinasi agar masing-masing,  dapat menghasilkan  hasil yang
efektif.Koordinasi seharunya menyesuaiakan dengan bagian-bagian yang
berbeda agar kegiatan itu selesai tepat waktu, dengan demikian perlunya
sumbangan usaha secara maksimal agar memperoleh hasil secara keseluruan
untuk itu sangat diperlukan sikap disiplin dalam organisasi.

Kemudian pada dasarnya dalam pelaksanaan koordinasi itu memiliki lima

unsur penting, sebagaimana yang dikatakan Sulistyowati dalam Arif(2015 : 9),

bahwa koordinasi dibangun dari beberapa unsur-unsur agar dapat dioptimalkan

diantaranya sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan adalah bagaimana informasi itu

disampaikan dari pengirim kepada penerima kemudian informasi dapat
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dipahami oleh penerima.Informasi menjadi syarat utama dalam organisasi

sebagai sarana memadukan aktifitas-aktifitas yang terorganisir.Dalam hal ini

komunikasi terdiri dari dua macam yaitu komunikasi formal dan komunikasi
informal.

a. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang disetujui oleh organisasi
untuk kepentingan organisasi-dengan melakukan penekanan legitimasi.

b. Komunikasi informal merupakan komunikasi secara langsung atau
komunikasi- sembarang - waktu dan tempat serta komunikasi dengan
menghubungkan secara pribadi.

Integrasi
Integrasi dimaksudkan bahwa suatu usaha untuk menyatukan tindakan-

tindakan berbagai badan, instansi serta unit sehingga menghasilkan kebulatan

pemikiran dan kesatuan tindakan 'secara terarah pada sasaran yang telah
ditentutkan dan disepakati.

Sinkronisasi
Sinkronisasi - adalah usaha menyesuaikan, menyeleraskan tindakan-

tindakan pada unit-unit sehingga memperoleh keserasian dalam melaksanakan

tugas. Sinkronisasi juga dapat diartikan sebagai proses pengaturan jalannya
beberapa proses pada saat bersamaan ini dilakukan dengan pembagian tugas
sebagai petunjuk pelaksanaan sinkronisasi karena pada dasarnya sinkronisasi
akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga
meniadakan kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Sinkronisasi juga menjadi

penting dalam pelaksanaan koordinasi terbukti bahwa dalam manajemen



16

pemerintahan itu masih banyak terdapat tumpang tindih pekerjaan karena
tidak adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan kerja, maka koordinasi harus
melibatkan sinkronisasi untuk mempermudah pencapaian tujuan bersama.
4. Simplifikasi
Simplikasi yang dimaksudkan adalah penyederhaan artinya bahwa
penerapan yang terorganisir untuk. bagaimana menemukan cara-cara yang
lebih mudah dalam menjalankan tugas, dengan membuat program-program
yang realitik, sederhana dan dapat dikerjakan.
5. Mekanisme
Secara sederhana bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi
dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga teratur dan tidak saling
berbenturan satu dengan lainnya. ' Olehnya proses koordinasi memerlukan
mekanisme sebagai prosedur kerja, standarisasi keluaran kerja dan
keterampilan kerja yang bertujuan untuk menjaga komunikasi dan hubungan
antara pimpinan dengan bawahannya dalam pelaksanaan koordinasi.
B. Jenis - Jenis Koordinasi
Koordinasi pemerintah daerah menuntut penjelasan secara resmi dari
pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha
kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan
pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, karena ini
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-
kesulitan. Kemudian secara teoritis dapat disebutkan beberapa jenis-jenis

koordinasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan koordinasi itu dikemukakan
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oleh Soewarno Handayaningrat dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 :

20), bahwa ada dua jenis koordinasi utama yaitu :

1. Koordinasi Intern, koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertikal, koordinasi
horizontal dan koordinasi diagonal.

a. Koordinasi vertikal atau juga disebut sebagai koordinasi struktural dimana
dalam pengkoordinasian terdapat hubungan hierarki artinya bahwa satu
dengan lainnya barada pada garis komando. Misalnya koordinasi
dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya yang berada pada
lingkungan organisasi'itu sendiri.

b.  Koordinasi horizontal bahwa dalam pelaksanaan koordinasi memiliki
kedudukan setingkat antara yang mengkoordinasikan dengan yang
dikoordinasikan. Misalnya ‘koordinasi yang dilakukan oleh manajer
perusahaan dengan manajer perusahaan lainnya.

c. Koordinasi diagonal bahwa dalam pelaksanaan koordinasi memiliki
kedudukan yang lebih tinggi antara yang mengkoordinasikan dengan yang
dikoordinasikan tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada garis
komando. Misalnya - koordinasi = yang dilakukan oleh kepala biro
kepegawaian terhadap kepala bagian kepegawaian.

2. Koordinasi Ekstern, juga termasuk koordinasi fungsional yaitu koordinasi
ektern bersifat fungsional dan koordinasi itu pula bersifat horizontal dan

diagonal.
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a. Koordinasi ekstern bersifat horizontal yaitu koordinasi yang dilakukan
oleh kepala direktorat bina program dengan kepala direktorat jendral bina
marga.

b. Koordinasi ekstern bersifat diagonal yaitu koordinasi yang dilakukan oleh
kepala badan administrasi kepegawaian Negara dengan kepala biro
kepegawaian tiap departemen.

Senada dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang
dimaksudkan dalam Peraturan  Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988 tentang
koordinasi kegiatan-instansi vertikal di daerah, pasal 1 menyebutkan bahwa ada
tiga jenis koordinasi diantaranya koordinasi fungsional, koordinasi instansional
dan koordinasi territorial. Rukmanayanti (2014).

1. Koordinasi fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan antara dua atau lebih
instansi yang memiliki program berkaitan erat dengan program instansi
lainnya.

2. Koordinasi instansional yaitu koordinasi yang dilakukan oleh beberapa
instansi yang menangani satu urusan tertentu dan memiliki kesangkutpautan.

3. Koordinasi territorial yaitu koordinasi yang dilakukan antara dua atau lebih
wilayah dengan program-program tertentu.

Dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi itu
diperlukan kerja tim atau dalam hal ini koordinasi yang dilakukan antara orang
yang memiliki wewenang atau tugas dibidangnya namun dalam pelaksanaan
koordinasi tidak terlepas dari beberapa hambatan atau masalah yang dihadapi

pada saat pengkoordinasiaan. Ini ditegaskan oleh beberapa pakar sebagaimana
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Handayaningrat dalam  Arif  (2015:17), mengatakan bahwa dalam
pengkoordinasian khusunya koordinasi fungsional baik horizontal maupun
diagonal itu tidak terlepas dari beberapa hambatan ini disebabkan antara yang
mengkoordinasi keduanya tidak memiliki hubungan hierarki atau tidak memiliki
garis komando (kekuasaan), serta hambatan lainnya dirasakan pada saat
melakukan koordinasi vertikal ini _disebabkan bahwa dalam perumusan tugas,
wewenang dan tanggungjawab tiap-tiap unit Kerja kurang jelas artinya bahwa
dalam pelaksanaan tata kelola kurang dipahami oleh pihak-pihak yang
bersangkutan sehingga timbul keragu-raguan diantara yang mengkoordinasi dan
yang dikoordinasi.Hambatan-nambatan inilah terkadang menimbulkan- kesalahan
yang sering dilakukan dalam pelaksanaan pengkoordinasiaan dan berdampak pada

pencapaian tujuan.Arif (2015:17).

Kemudian Arif (2015:17), peningkatan spesialisasi akan meningkatkan
kebutuhan koordinasi dimana semakin besar derajat spesialisasi maka semakin
sulit bagi manajer mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-
satuan berbeda. Ada beberapa tipe perbedaan dalam sikap dan mekanisme yang
kemudian mempersulit tugas pengkoordinasian yaitu :

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, ini menunjukkan adanya
perbedaan pandangan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi
yang baik, disatu sisi menganggap bahwa diversifikasi produk lebih
diutamakan daripada kualitas produk dan disatu sisi lainnya menganggap

bahwa biaya sebagai factor utama dalam kesuksesan organisasi.
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2. Perbedaan dalam orientasi waktu, bahwa dalam organisasi baik privat maupun
publik manajer terkadang akan lebih memperhatikan masalah yang harus
dipecahkan sesegera mungkin dalam kurun waktu yang pendek, ini biasanya
terjadi pada masalah-masalah yang berlarut lama.

3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi, bahwa dalam pelaksanaan kerja
sangat memerlukan komunikasi dan pengambilan keputusan yang cepat agar
proses kerjanya lancar, namun hal ini terkadang dilakukan secara santai dan
tidak terlepas dari pendiskusian yang berlarut sehinggap menghambat dalam
pencapaian tujuan organisasi.

4. Perbedaan dalam formalitas struktur, bahwa tipe satuan dalam organisasi
memiliki metode dan standar yang berbeda dengan tujuan mengevaluasi
program sebagai bentuk balas jasa bagi karyawan.

Mekanisme koordinasi yaitu adanya kesadaran secara sukarela dari semua
anggota dalam organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi untuk bekerjsama
antar organisasi maupun antar instansi.Diperlukannya komunikasi yang efektif,
tujuan kerjasama yang jelas, memintan ketaatan, kesetiaan dan disiplin kerja dari
setiap pihak yang terlibat.Karena pada dasarnya terciptanya koordinasi dalam
organisasi menunjukan organisasi aktif sebagal suatu system dan pemimpin
memiliki peran sebagai fasilitator dan tenaga pendorong.Dalam kegiatan
pengkoordinasian dasar terlebih dahulu kita mengetahui mekanisme-mekanisme

apa saja yang perlu diperhatikan.Arif (2015).
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Hirarki Manajerial, dimaksdukan perintah, informasi, wewenang formal dan
akuntabilitas harus dipertegas dan jelas ini memungkinkan tumbuhnya
integrasi yang jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.

Aturan dan Prosedur, yaitu pengambilan keputusan-keputusan untuk
menangangi masalah-masalah rutin sehingga dapat menjadi fungsi yang
efisien untuk koordinasi dan pengwasan secara rutin.

Rencana dan Penetapan Tujuan, digunakan untuk pengoordinasiaan melalui
pengarahan secara menyeluruh dalam organisasi terhadap sasaran yang sama
ini diperlukan -dengan ‘aturan dan prosedur yang tidak lagi memiliki
kemampuan memproses semua informasi yang dibutuhkan untuk
mengoordinasikan kegiatan dalam organisasi.

Selanjutnya Rukmanayanti- (2014), bahwa koordinasi semestinya memiliki

pedoman penting yang menjadikan dalam pelaksanaan koordinasi lebih terfokus

pada dasar dan pencapaian hasil diantaranya :

1.

2.

Terpusat, int menunjukkan proses pengendalian sangat berguna dan penting
untuk menghindari bagian-bagian yang bergerak sendiri karena dalam
organisasi terdapat orang-orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang
berbeda.

Terpadu, keterpaduan dalam pekerjaan menunjukkan adanya saling mengisi
dan member satu sama lain.

Berkesinambungan, yaitu proses kegiatan yang saling berkaitan dengan

kegiatan sebelumnya.
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4. Menggunakan pendekatan muli instansional, artinya bahwa informasi yang
relevan akan menghindarkan dari tumpang tindih tugas satu dengan yang
lainnya.

Dalam pelaksanaan koordinasi diatas yang memfokuskan pada dasar dan
pencapaian hasil tidak kalah pentingnya juga unsur-unsur koordinasi dalam
pelaksanaan tugas menjadi hal yang sangat penting. Adapun unsur-unsur
koordinasi sebagaimana yang dikatakan James D. Money dalam Syafiie (2011 :
34) sebagai berikut :

1. Agency Effort (Usaha Instansi)

Koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan didalam organisasi atau
instansi - bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang
bekerjasama dimana dengan- ‘melakukan koordinasi menghasilkan usaha
instansi yang penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan
organisasi. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan
tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

2. Unity of Action (Kesatuan tindakan)

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan
organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya
agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya.Konsep
kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus
mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu

sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil.
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3. Common Purpose (Tujuan bersama)
Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak
dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran
atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan
tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka
bekerja.

Komunikasi sebagai kunci dalam kegiatan koordinasi yang efektif secara
langsung tergantung pada ~ perolehan, penyebaran. dan pemprosesan
informasi.Menunjukkan bahwa semakin = besar ketidakpastian tugas yang
dikoordinasikan semakin banyak membutuhkan informasi. Secara teoritis Stoner
(1994), mengatakan ada beberapa pendekatan untuk mencapai koordinasi yang
efektif diantaranya sebagai berikut :

1. Teknik - Teknik Manajemen Dasar
Dengan menggunakan teknik-teknik manajemen dasar vyaitu hirarki
manajerial, rencana dan tujuan ini sebagal pengarah pelaksanaan kegiatan
serta prosedur dan aturan.
2. Meningkatkan Koordinasi Potensial
Koordinasi potensial diperlukan bila setiap bagian saling bergantungan
satu dengan lainnya serta lebih luas dalam ukuran dan fungsi.
3. Mengurangi Kebutuhan Akan Koordinasi
Dalam berbagai situasi adalah tidak efisiennya pengembangan cara

pengkoordinasian tambahan, hal ini dapat dilakukan dengan penyediaan
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tambahan sumber daya untuk pengelompokkan kembali satuan-satuan
organisasi agar tugas-tugas berdiri sendiri.

Dari beberapa penjelasan diatar mengenai koordinasi bahwa kebutuhan
akan koordinasi tidak dapat dihindari karena setiap organisasi mempunyai unit-
unit atau satuan-satuan yang memiliki fungsi yang berbeda tetapi memiliki
hubungan yang saling bergantungan.. Menurut James D. Thompson dalam
Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 18), menyebutkan ada tiga macam saling
ketergantungan di antara unit-unit organisasi yaitu :

1. Saling ketergantungan yang menyatu, artinya apabila unit-unit organisasi tidak
saling bergantungan satu dengan yang lainnya dalam melaksanakan kegiatan
dan bergantung pada pelaksanaan kerja setiap unit yang bertujuan untuk
memuaskan hasil akhir.

2. Saling ketergantungan yang berurutan, artinya suatu unit-unit organisasi
diharuskan melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum unit fainnya bekerja.

3. Saling ketergantungan timbal balik, artinya bahwa hubungan dan menerima
antar satuan organisasi (simbiosis mutualisme).

Adanya saling ketergantungan menyebabkan koordinasi sangat dibutuhkan
dalam mengintegrasi kinerja setiap unit bahwa peran koordinasi sebagai upanya
membuat struktur dan memfasilitasi transaksi antar bagian yang saling
bergantung. Dengan terciptanya koordinasi yang baik antar unit dapat mengurangi
terjadinya kesalahan dan konflik sehingga proses kegiataan koordinasi berjalan
dengan baik. Dan dengan demikian Siagian (2004 : 196),mengatakan mengapa

perlu atau penting dilakukannya koordinasi diantranya sebagai berikut :
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1. Menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dan sasaran.
2. Kesatuan langkah dalam mengemban visi dan misi.
3. Mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah
sasaran organisasi.
4. Menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
5. Menghindari keterampilan berlebihan dari tujuan organisasi.
6. Memusatkan keterampilan spesialis ke arah tujuan organisasi.
7. Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsure manajemen ke arah
tujuan organisasi.

C. Perlindungan Anak

Anak adalah amanat (rezki) yang diberikan oleh pemilik alam semesta
Allah SWT kepada kedua orang -tua untuk dijaga, dididik dan dilindungi.Anak
juga diartikan sebagai cikal bakal generasi baru yang merupakan asset bangsa
penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara. Oleh karena itu Negara memiliki
kewajiban untuk melindungi sebagaimana tujuan dari pada Undang-Undang Dasar
1945 tersebut melindungi seluruh warga Negara Indonesia, mengusahakan
kesejahteraan bagi masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
dalam nilai-nilai luhur dengan mengupayakan perdamaian dan keadilan sosial
bagi seluruh warga Negara. Perlindungan anak tidak hanya diberikan setelah lahir
melainkan saat ia didalam kandunganpun memiliki kewajiban untuk dilindungi,
orang tua sebagai orang terdekat yang memiliki kewajiban melindungi anaknya

dari ia bayi sampai beranjak dewasa. Rukmanayanti (2014).
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Sebagaimana pada aturan Undang-Undang Nomorl7 Tahun 2016 tentang
perlindungan anak yang menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara memiliki tanggungjawab serta sebagai rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan secara maksimal demi terlindunginya hak-hak anak. Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang komisi perlindungan
anak juga menjadi kekuatan hukum pemerintah dalam melindungi anak sejak dini
sampai pada batas yang telah ditentukan sebagaimana dalam pasal 3 poin (a)
mengatakan bahwa komisi perlindungan anak bertugas -melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. (Kementerian
Hukum dan HAM RI. 2016).

Dalam upaya mencapai keberhasilan perlindungan anak penetapan
Peraturan Menteri Kementerian -Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang indikator pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga
menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap anak secara
efektif. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018).

Kemudian dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bertujuan untuk
mengatasi masalah narkoba agar tidak terus tumbuh sebagai wabah yang buruk
bagi perkembangan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara juga diperkuat
dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang

rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
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peredaran gelap narkotika. (Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 2018).
Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang petunjuk
teknis pengawasan prekursor narkotika juga sebagai upaya pemerintah dalam
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Kementerian Badan
Narkotika Nasional. 2017).

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 3 poin (c) menyebutkan
bahwa melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya
dan pasal 22 poin (j) menyebutkan bahwa sasaran penanganan anak yang menjadi
korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psykotropika dan zat adiktif lainnya
(NAPZA).Peraturan daerah ini sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah
dalam melakukan perlindungan anak 'yang lebih efektif dan juga menunjukkan
pentingnya peran orang tua, keluargadan masyarakat untuk melindungi anak dari
ancaman kekerasan dan bahaya penyalahggunaan narkotika dan obat-obatan
berbahaya (narkoba). (Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kolaka. 2016).

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin dan
melindungi anak atas hak-hak hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara
optimal dengan harkat kemanusiaan serta terhindar dari kekerasan dan
diskriminasi.Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan
berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki prinsip-prinsip dasar
Konvensi Hak-Hak Anak diantarnya : (a) nondiskriminasi (b) kepentingan terbaik
bagi anak (c) hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (d) dan penghargaan

terhadap pendapat anak.Jadi dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan
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perlindungan anak dibutuhkan adanya peranan masyarakat baik melalui
kelembagaan ataupun kekeluargaan.Suhardi (2013 : 2).

Perlindungan anak merupakan tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan
keluarga untuk menjamin hak-hak anakUndang-Undang Nomorl7 Tahun 2016.
(Kementerian Hukum dan HAM RI. 2016).

1. Tanggungjawab Pemerintah

a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa adanya pembeda
baik golongan suku, budaya dan agama.

b. Memberikan  dukungan — berupa = sarana dan prasaran dalam
penyelenggaraan pendidikan.

c. Menjamin kesejahteraan anak melaui orang tua yang mengasuh anak,
karena pada dasarnya pemerintan.memiliki kewajiban untuk mengetahui
apakah anak betul mendapatkan: hak-haknya dari orang tuanya dan jika
hak-hak anak tidak terealisasikan maka pemerintah memiliki kewajiban
memberikan tindakan kepada orang tua tersebut.

d. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan
pendapat.

2. Tanggungjawab Masyarakat

Masyarakat memiliki peran dalam perlindungan anak seperti member

motivasi, pengawasan dan melakukan pendampingan kepada anak dalam

proses pertumbuhan dan perkembangan.

3. Tanggungjawab Orang Tua
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Orang tua memiliki tanggungjawab penuh kepada anak, orang tua juga
diartikan sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya yang memiliki peran.
a. Mengasuh, mendidik dan melindungi.

b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

c. Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak.

Jadi perlindungan anak sangat dibutuhkan baik dari pemerintah,
masyarakat dan keluarga karena melihat banyaknya kasus-kasus pelecehan
seksual terhadap anak, penyalahgunaan narkoba serta tindakan-tindakan yang
dapat merusak moral anak maka diperlukannya perlindungan yang optimal untuk
anak.

D. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah-pemakaian narkoba diluar aturan medis
yang dilakukan dengan tanpa petunjuk-atau resep dari dokter secara teratur atau
berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Pemakaian narkoba akan
menimbulkan gangguan fisik dan mental karena narkoba berpengaruh ke otak
yang kemudian setelah pemakaian timbul rasa nikmat (rileks, senang, tenang dan
perasaan tinggi), rasa nikmat itulah yang kemuduian narkoba disalahgunakan.
Namun setelah merasakan rasa nikmat itu terjadi perasaan down atau pengaruh
dari narkoba seperti cemas, gelisah, nyeri otot dan sulit tidur sehingga untuk
menghilangkan perasaan down maka pemakai menggunakan narkoba secara
berulang kali sehingga menimbulkan efek yang fatal. Hardimansyah (2017 : 22).
Dan selanjutnya menurut WHO dalam Hardimansyah (2017 : 23), mengatakan

bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanamanan atau bukan
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tanaman atau semua zat pada, cair maupun gas yang kemudian dimasukan dalam
tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh baik secara fisik maupun
psikologis. Hardimansyah (2017 : 23)

Penyalahgunaan narkoba tentunya tidak terlepas dari peran peredaran
narkoba yang semakin marak atau meluas didalam masyarakat yang kemudian
membentuk jaringan yang berakar. Peredaran narkoba juga tidak lepas
dikendalikan oleh jaringan-internasional sebab hampir 70 % narkoba yang beredar
di dalam negeri itu-merupakan hasil impor dari luar negeri, karena pada dasarnya
peredaran narkoba itu dilatar belakang dengan hisnis yang berpenghasilan besar
dan menjanjikan. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus secepatnya
dicegah dan ditanggulangi  sebagaimana dikeluarkannya  Undang-Undang
Narkotika No. 35 Tahun 2009 itu bertujuan untuk mengatasi masalah narkoba
agar tidak terus menerus tumbuh sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan
masyarakat bangsa dan negara. Peran aparat penegak hukum menjadi hal penting
untuk bagaimana memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba terkhusus
pihak kepolisian harus berada 24 jam ditengah-tengah masyarakat ini
membuktikan bahwa tugas kepolisian sebagail abdi negara yang mengayomi,
melindungi dan melayani masyarakat karena peredaran dan penyalahgunaan
narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan sudah masuh ke
pelosok-pelosok daerah. Yuhadi (2017 : 2).

Adapun jenis-jenis narkoba dalam Hardimansyah (2017 : 24) antara lain

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif :
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Narkotika adalah zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau sintesis
maupun semi sentesis yang berefek menurunkan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurasi sampai pada menghilangkan rasa nyeri dan menimulkan
ketergantungan (candu).

Psikotropika adalah zat atau obat ilmiah atau sintesis bukan narkoba yang
berefek pada selektif susunan. saraf pusat yang kemudian menyebabkan
perubahan pada mental-dan prilaku.

Zat Adiktif adalah bahan bukan golongan narkoba atau psikotropika
melainkan kandungan alkohol, rokok dan cofein yang berefek pada
ketergantungan baik fisik maupun psikologis.

Dalam penggunaan serta penyalahgunaan narkoba tentunya menimbulkan

efek yang fatal, adapun dampak penyalahgunaan narkoba dalam Hardimansyah

(2017 : 26), antara lain :

1.

Dimensi Sosial

Penyalahgunaan narkoba menyebabkan buruknya kondisi keluarga yang
pada umumnya tidak harmonis yakni dipenuhi dengan berbagai masalah
sehingga mempengaruhi kehidupan khususnya pada lingkungan masyarakat.
Pengguna narkoba pada umumnya akan menjadi orang yang anti sosial dan
menimbulkan keamanan dan ketertiban dan pengguna narkoba yang
didominasi oleh kalangan pelajar akan berdampak pada teman sebanyanya,
mengajak atau mendorong teman sebanyanya untuk menggunakan narkoba
dengan awal mencoba dan pada akhirnya menimbulkan ketergantungan.

Ketergantungan kepada narkoba seseorang tentunya membutuhkan banyak
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uang untuk membeli sehingga banyak mengindikasikan bahwa pemakai

narkoba itu melakukan penyimpangan sosial seperti mencuri, merampok,

menipu dan mengedarkan narkoba dengan kata lain menghalalkan segala cara
untuk mendapatan apa yang diinginkan.

2. Dimensi Kultural

Penyalahguna jika dibiarkan akan berkembang menjadi pecandu-pecandu

dan akan merambat ke semua lapisan masyarakat. Tingkah laku, norma-norma
mereka kelamanaan akan membudaya menjadi sub kultur yang sangat
membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi bangsa dan negara.

3. Dimensi Kesehatan

a. Penyalahguna narkoba merusakan kesehatan manusia baik secara jasmani,
rohani, mental, emosional-dan-kejiwaan manusia serta merusak susunan
saraf pusat otak, organ Seperti jantung, hati, usus, paru-paru dan
menimbulkan penyakit komplikasi.

b. Menimbulkan gangguan psikologis dan perkembangan anak remaja seperti
daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri serta penyalahguna nakoba
merusak sistem reproduksi sperma menurun, kerusakan kromoson,
kelainan seks dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor penyebab dalam penyalahgunaan narkoba dalam

Alyas (2011 : 83), yaitu :
1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi yang
pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil yang

menderita sakit. Dalam upanya pengobatan dirinya yang seharusnya meminta
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pertolongan ke dokter itu tidak dilakukan melainkan membeli kemudian
menyalahgunakan narkoba.

2. Ketergantungan reaktif, terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu,
bujukan dan rayuan teman.

3. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan atau ketergantuangan
narkoba sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya,
pada umumnya terjadi pada kepribadian anti sosial.

E. Kerangka Pikir

Perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional
khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.Orang tua,
keluarga dan masyarakat memiliki peran untuk bertanggungjawab menjaga dan
memelihara hak asasi anak dengan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Sangat dibutuhkannya peran pemerintah daerah dengan melakukan upanya

perlindungan, koordinasi antar instansi dalam perlindungan anak perlu di

maksimalkan karena pada dasarnya permasalah yang terjadi pada anak itu perlu

ditangi dengan kerja nyata dan kerja bersama, khususnya pemerintah daerah

Kabupaten Kolaka lebih memaksimal kinerja dalam perlindungan anak melihat

kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin marak terjadi ini sangat

mengkhawatirkan masa depan anak, penyalahgunaan narkoba yang terjadi di

Kabupaten Kolaka itu di dominasi oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu

pemerintah dalam melakukan koordinasi antar instansi lebih efektif agar anak

dapat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan narkoba.



Kerangka Pikir

Koordinasi Antar Instansi dalam Perlindungan
Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di

Kabupaten Kolaka

BNN Kolaka

Dinas PP dan PA

Polres Kolaka

Unsur-Unsur Koordinasi
Menurut James D Mooney :

1. Agency Effort (Usaha Instansi)
2. Unity of Action (Kesatuan Tindakan)
3. Common Purpose (Tujuan Bersama)

F. Fokus Penelitian

Efektivitas Koordinasi
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Pembahasan fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan

masalah maupun data yang dikumpulkan.Sesuai dengan judul penelitian, maka

sasaran atau fokus penelitian ini adalah koordinasi antar instansi dalam

perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kolaka,

khusunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka, BNN

Kolaka dan Polres Kolaka.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Koordinasi antar intansi merupakan upanya kerjasama yang dilakukan oleh

pemerintah daerah antar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
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Anak Kolaka, BNN Kolaka dan Polres Kolaka dalam perlindungan anak
terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kolaka.

. Group Effort (Usaha kelompok)

Usaha kelompok dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan kelompok
organisasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kolaka, BNN Kolaka dan Polres Kolaka dalam melakukan perlindungan anak
terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten.

Unity of Action (Kesatuan tindakan)

Kesatuan tindakan dalam penelitian ini- adalah kesadara bagi anggota
organisasi atau satuan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kolaka, BNN Kolaka dan Polres Kolaka dalam melakukan
perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten.

. Common Purpose (Tujuan bersama)

Pelaksanaan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan = Perempuan dan
Perlindungan Anak Kolaka, BNN Kolaka dan Polres Kolaka dalam melakukan
perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten dengan

mementingkan tujuan bersama dalam mencapai hasil yang efektif.



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan lamanya, langkah yang
paling dalam bagi proses penelitian ini adalah obyek penelitian karena pada
dasarnya obyek penelitian akan menentukan keberhasilan penelitian. Penelitian ini
bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka,

BNN Kolaka dan Polres Kolaka.Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja

karena keterkaitan antara masalah penyalahgunaan narkoba yang sampai saat ini

masih marak terjadi. Olehnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauhmana  Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap

Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Berdasakan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini, maka jenis dan tipe penelitian ini yang digunakan adalah :

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif menurut Moleong
dalam Yunadi (2017 : 3),penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai
penggambaran atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti tentang
bagaimana koordinasi antar instansi dalam pelindungan anak tehadapa
penyalahgunaan narkoba. Sehubungan dengan penelitian ini maka perlu
dilakukan pencarian informasi untuk bagaimana menjelaskan secara detail

mengenai objek dan masalah penelitian bedasarkan fakta di lapangan.

36



37

2. Tipe penelitian ini adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan
menggunakan sebuah kasus untuk kemudian menggambarkan suatu isu atau
perhatian dengan melakukan pengkajian dalam hal menggambarkan sebuah
kasus secara terperinci. Dalam mendeskripsikan subyek penelitian ini yang
bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana Koordinasi
Antar Instansi dalam Perlindungan. Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di
Kabupaten Kolaka.

C. Sumber Data

Data merupakan catatan atas kumpulan beberapa fakta di lapangan yang
kemudian diolah sehingga dapat dipresentasikan dengan jelas dan tepat serta dapat
dimengerti oleh orang lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini untuk bagaimana mendapatkan-informasi yang jelas antara lain :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk

mendapatkan beberapa informasi yang terkait dengan fokus penelitian ini
yaitu melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Skunder

Data skunder merupakan sumber data pendukung yang dibutuhkan untuk

melengkapi data primer yang telah dikumpulkan dengan upanya penyesuaian
kebutuhan data dilapangan terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh

melalui dokumentasi.



D. Informan Penelitian
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Informan penelitian adalah orang-orang yang dianggap terlibat langsung

dalam proses Koordinasi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan

Narkoba Di Kabupaten Kolaka yang terdiri dari :

Inisial Jabatan
No Informan
Informan

Kabid Perlindungan

1 | Dra. Hj. Sitti Saefiab Abu, MH sg | Hak Perempuan dan
Perlindungan Khusus
Anak Dinas PP & PA
Seksi Perlindungan

2 | Usman Mude, SE UM Khusus Anak

3 | Hj. Hariati, S.Sos.,M.Si HR B Pemenuhan Hak
Anak

4 | Barlian Adam, SKM.,M.Kes o baa-Cinbaum BNN
Kabupaten Kolaka

- Kasi P2M BNN
5 | lwan Ahmadi, SKM 1A Kabupaten Kolaka
x4 Kasi Rehabilitasi BNN

Sa I, E1g Lo Kabupaten Kolaka

7| Husni Abda, SIK . i -UEp Norkoba
Polres Kolaka
Kanit | Satres Narkoba

8 | Ramadhan, SH RM Polres Kolaka

Jumlah Informan 8 (orang)

Dalam  penelitian

ini tentunya dibutuhkan sampel sebagai sumber

informasi dari berbagal informan yang memiliki peranan penting terkait pokok

permasalahan untuk menentukan ke validan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Penentuan sampel yang dilakukan oleh peneiliti itu juga menggunakan teknik

snowball. Teknik snowball adalah penentuan sampel dari yang terkecil kemudian

sampai pada yang terbesar, dalam penentuan ini pertama dibutuhkan satu atau dua

orang tetapi karena dengan kedua orang tersebut peneliti belum mendapatkan

jawaban sesuai dengan kebutuhan maka perlu dilakukan penentuan sampel kepada
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orang yang lebih paham dan dapat lebih melengkapi data yang diberikan oleh dua

orang sampel sebelumnya begitupun seterusnya sehingga penentuan sampel

semakin banyak. Gerry Tri (2013).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting dalam melakukan
penelitian, adapaun teknik pengumpulan yang digunakan antara lain :

1. Teknik Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan melakukan
pengamatan secara langsung kejadian di lapangan yang berkaitan dengan
Koordinasi  Antara Instansi  Dalam Perlindungan Anak Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.

2. Teknik Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data
baik secara langsung dalam beniuk tanya jawab dengan orang-orang yang
terlibat dalam Koordinasi Antara thstansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.

3. Teknik Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan
data sekunder yang memiliki kaitan masalah dalam penelitian yang bertujuan
memberikan keterangan yang jelas dan akurat baik dilakukan dengan
pengambilan gambar, rekaman audio serta video mengenai Koordinasi Antara
Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di
Kabupaten Kolaka.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola data

yang telah diperoleh kemudian dilakukan penyimpulan mengenai persoalan dalam
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hasil penelitian. Dalam hal ini terdapat tiga komponen pokok dalam melakukan
analisis data sebagaimana yang dikatakan Miles dan Huberman dalam
Rukmanayanti (2014 : 30), yaitu :
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan komponen utama dalam menganalisis data
dengan mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan membuang hal
yang dianggap tidak- penting sehingga dalam penyimpulan penelitian
dilakuakan dengan mudah.
2. Sajian Data
Sajian data merupakan perpaduan informasi yang kemudian dilakukan
penyimpulan secara singkat, sistematis dan logis agar dapat dengan mudah
dimengerti dan dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data
yang telah diperoleh kemudian mencatat pokok-pokok penting dari data yang
telah terkumpul sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
G. Pengabsahan Data
Menurut Wiliamdalam Rukmanayanti (2014 : 31), mengatakan bahwa uji
keabsahan data meliputi kredibilitas data yang kemudian diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Dalam kredibilitas data terdapat tiga pokok penting yaitu :
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1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara
memastikan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan
dengan fokus penelitian.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara
memastikan data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.
3. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan
teknik wawancara dipagi hari pada saat informan masih segar yang
mengindikasikan terhindar dari masalah-masalah lain ‘sehingga akan

memberikan data yang lebih valid dan-lebih kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Kolaka
a. Kondisi Geografi

Kabupaten Kolaka merupakan daerah strategis dan potensial di Provinsi
Sulawesi Tenggara.Pada tahun 2012 Kabupaten Kolaka telah dua kali melakukan
pemekaran wilayah vyaitu Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka
Timur.Pasca pemekaran. Kabupaten Kolaka mencakup jazirah  daratan dan
kepulauan yang memiliki luas wilayah daratan seluas + 3.283,64 Km? dan
wilayah perairan laut + 15.000 Km? dan jumlah penduduk 691.838 jiwa.Dari luas
wilayah tersebut Kabupaten Kolaka dibagi-menjadi 12 (dua belas) Kecamatan.
b. Administrasi Wilayah

Secara administrasi wilayah Kabupaten Kolaka berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Kolaka Utara
Sebelah Timur : Kabupaten Kolaka Timur
Sebelah Barat : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Bombana

c. Visi dan Misi Kabupaten Kolaka
1. Visi
“Kabupaten Kolaka yang maju, berkeadilan dan sejahtera”
Konsep maju yang dimaksudkan adalah pergerakan kondisi

perekonomian kearah yang lebih baik.Terjadinya peningkatan PDRB
42
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(Produk Domestik Regional Bruto) dan PDRB perkapita Kabupaten

Kolaka.Kemajuan yang ingin dicapai diharapkan dapat tersebar secara adil

dan merata ke semua lapisan masyarakat tanpa ada dikriminasi baik antar

individu, golongan maupun antar wilayah.Pada akhirnya kesejahteraan

yang menjadi tujuan kemajuan dan keadilan tersebut, semua kebutuhan

masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari

aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi kemajuan Kabupaten Kolaka tersebut,

maka misi kemajuan adalah sebagai berikut :

a.

b.

Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah.

Meningkatkan kinerja ekonomi, melalui ekonomi kerakyatan.
Meingkatkan pelayanan  pendidikan dan kesehatan serta penguatan
sendi-sendi sosial, budaya dan agama.

Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan
bermartabat.

Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan

lingkungan hidup.

2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Latar Belakang

Sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Kolaka, Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban membantu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi
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pemerintahan yang berkemajuan dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka.
b. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan di bidang Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang kualitas hidup perempuan dan
kualitas negara, pemenuhan -hak anak, perlindungan perempuan dan
perludngan khusus anak.

2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kualitas hidup perempuan dan
kualitas negara, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan
perludngan khusus anak.

3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kualitas
hidup perempuan dan kualitas negara, pemenuhan hak anak, perlindungan
perempuan dan perludngan khusus anak.

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupatoi dan Wakil Bupati

terkait dengan tugas fungsi dinas.
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c. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Visi

“Optimalisasi kualitas SDM melalui pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi

Manusia berlandaskan keimanan dan ketakwaan”

2. Misi

Berdasarkan visi tersebut sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan,

maka misi- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

adalah sebagai berikut :

a.

Menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagal basis perlindungan anak secara preventif, kuratif dan
rehabilitatif secara menyeluruh.dan terpadu.

Membangun kualitas fisik,= spritual, mental dan intelektual yang
optimal untuk perempuan dan anak.

Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis,
advokasi - serta Informasi terhadap perempuan dan anak yang
mengalami tindak kekerasan.

Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus
tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya

mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
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d. Susunan dan Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 45 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka
adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Tata Usaha
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
a. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum
c. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan
Informasi
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak
a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
a. Seksi Perlindungan Perempuan

b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
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c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
6. Unit Pelaksanaan Tugas Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikendalikan
oleh beberapa anggota yang saling bekerjasama dalam mengimplementasikan
beberapa program kerja dari semua bidang.
3. Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka
a. Latar Belakang

Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan
Kabupaten atau Kota.Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi dan di- Kabupaten atau
Kota dibentuk BNN Kabupaten atau ‘Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala
BNN' yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.BNN berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.Badan Narkotika Nasional saat ini
memiki perwakilan daerah di 33 Provinsi, sedangkan ditingkat Kabupaten atau
Kota, BNN telah memiliki 100 BNN Kabupaten atau Kota. Secara bertahap
perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat
kewarawanan penyalahgunaan narkoba di daerah, dengan adanya perwakilan
BNN di setiap daerah memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi
BNN dalam upaya P4GN.
b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Kolaka dalam menjalankan tugas dan fungsi penelahan dan perancangan pertauran



48

perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum dalam bentuk pembelaan

dan konsultasi hukum sebagai berikut :

1.

2.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib
Lapor Pecandu Narkoba.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Organisasi Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) Badan
Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten atau Kota (BNNK):.

c. Visi dan Misi

1.

Visi
“Menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang Profesional dan
mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat di wilayah hukum
Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan penceganan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredarab gelap narkoba”
Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Kolaka menetapkan Misi organisasi sebagai berikut :
1. Bersama instansi pemerintahan terkait di wilayah hukum Kabupaten

Kolaka serta komponen masyarakat.



49

2. Melaksanakan program penceganan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredarab gelap narkoba.
d. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
1. Kedudukan
Kedudukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka adalah
instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan
dalam wilayah kabupaten.BNN Kabupaten berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada BNN Pusat melalui- Kepala BNN Provinsi
Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh Kepala.
2. Tugas
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka memiliki tugas dalam
wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

a. Memimpin BNN Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugas, fungsi
dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Kolaka.

b. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama
P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat
dalam wilayah Kabupaten Kolaka.

3. Fungsi
Dalam  melaksanakan  tugas, ¥ BNN  Kabupaten  Kolaka
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijaksanaan Teknis PAGN di Bidang Pencegahan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi.
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Pelaksanaan Kebijaksaan Teknis PAGN di Bidang Pemberantasan
dalam rangka pemetaan jaringan  kejahatan  terorganisir
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor dan bahan
adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
dalam wilayah kabupaten.

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran BNNK.

Evaluasi dan Penyusunan Laporan BNNK.

Pelayanan Administrasi BNNK.

4. Kewenangan

Kewenangan BNN Kabupaten Kolaka secara umum melaksanakan

pemberantasan jaringan sindikat narkoba dan melakukan penyidikan dan

pemetaan jaringan.

e. Susunan dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala

Badan Narkotika Nasional Nomor : 7 tahun 2015 tentang perubahan nomor : 3

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi

dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota, Bab Il bagaian kedua, Pasal

25 yaitu Susunan Organisasi BNN Kabupaten Kolaka terdiri atas :

1. Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka terdiri

atas :

a.

Kepala Badan

b. Kepala Sub Bagian Umum

C.

Kepala Seksi P2M
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d. Kepala Seksi Rehabilitasi
e. Kepala Seksi Pemberantasan
f. Staf
2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka sebagai
berikut :
a. Kepala Badan mempunyai tugas :

- Memimpin-BNN kabupaten atau kota dalam pelaksanaan tugas,
fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten atau kota.

- Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama
PAGN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen
masyarakat dalam wilayah kabupaten atau kota.

b. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan
rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan
urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan
hukum dan kerja sama urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat dan penyusunan
evaluasi dan pelaporan dalam wilayah kabupaten atau kota.

c. Kepala Seksi P2M mempunyai tugas :

Seksi  Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi
penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN,

kebijakan teknis P4AGN, diseminasi informasi dan
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advokasi.Pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat dan
evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan
masyarakat dalam wilayah kabupaten atau kota.

. Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan
strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis PAGN, asesmen
penyalahguna dan atau pencandu narkotika, peningkatan kemampuan
lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan
atau pecandu narkotika baik yang diselenggarakan pemerintah maupun
masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi,
pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, evaluasi dan
pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah kabupaten atau kota.
Kepala Seksi Pemberantasan'mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis
P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak
pidana narkotika, pengawasan distribusi prekusor sampai pada
pengguna akhir, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan
dalam wilayah kabupaten atau kota.

Staf mempunyai tugas :

Membantu melakukan penyiapan administrasi dalam pelaksanaan

penelaahan, pelaksanaan teknis serta fungsi dan tugas dalam rangka

mendorong kinerja BNN kabupaten atau kota di bidang PAGN.
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4. Profil Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka
a. Latar Belakang
Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka merupakan unsur pelaksana tugas
pokok yang berada dibawah Kapolres Kolaka yang bertugas untuk melaksanakan
proses penyelidikan dan penyidikan, pengawasan penyidikan, pembinaan fungsi
penyidikan serta memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat
tentang bahaya narkoba -dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi terhadap
korban penyalahguna narkoba.
b. Visi dan Misi
1. Visi
“Terwujudnya Satresnarkoba Kolaka yang profesional, unggul dan
terpercaya masyarakat guna terpeliharanya kamtibmas yang kondusif”
2. Misi
Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka Satuan Reserse
Narkoba Polres Kolaka melaksanakan Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pelayanan prima sampai kepada masyarakat dalam
rangka peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Satresnarkoba
Polres Kolaka.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profersional,
proporsional, objektif, transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja

yang produktif dalam menjalankan tugas lidik-sidik.
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3. Meningkatkan penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayah
hukum polres kolaka secara profersional, transparan, akuntabel dan
modern.

4. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta
bimbingan masyarakat dengan kehadiran polisi di tengah-tengah
masyarakat dan memberikan penyuluhan tentang narkoba sehingga
pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.

5. Memberikan daya dukung terhadap terwujudnya visi misi Polres
Kolaka.

3. Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi
penyelidikan penyidikan; -~ pehgawasan  penyidikan tindak pidana
penyalahgunaan dan peredaran= gelap narkoba dan prekusornya serta
pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi
korban penyalahgunaan narkoba dengan fungsi sebagai berikut :

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba dan prekusor.

b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi
korban penyalahgunaan narkoba.

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Unit Reskrim

Polsek dan Sat Res Narkoba Polres.
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d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektivitas
pelaksanaan tugas Sat Res Narkoba.
4. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di atur

dalam Peraturan Kapolri Nomor : PERKAP/23/1X/2010.

KASAT
Husni ABDA, SIK
l I
KAUR BIN OPS KUAR MINTU
Richul Nasrum
BANUM BANIM
Megawati, SH Inri Yanti
I I
KANIT | KANIT |11
Ramadhan, SH Mus Efendi
BANIT BANIT
Nasruddin Muh. Akmal
Utama Zandi Muh. Agus, SH
Tri Hardiansyah Erasmus LR
Arfan Arisandi Rindi Aditya

B. Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka.

Koordinasi pemerintah daerah menurut penjelasan secara resmi dari pihak

eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha

kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan
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pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, sebagaimana dalam
aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang
mengatur koordinasi baik secara vertical maupun horizontal antara pemerintah
pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. Karena ini menunjukkan
bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan, dalam
pelaksanaan koordinasi yang baik seharusnya memfokuskan pada dasar dan
pencapaian hasil, ini tidak kalah pentingnya juga-dengan unsur-unsur koordinasi
dalam pelaksanaan tugas.

Adapun dalam koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka serta
Pihak Kepolisian Polres Kolaka dalam melakukan perlindungan anak terhadap
penyalahguna narkoba, peneliti -menggunakan unsur-unsur koordinasi untuk
mengetahui sejaunh mana efektifitas” koordinasi yang dilakukan antar instansi
tersebut, sebagaimana yang dikatakan James D. Money dalam Syafiie (2011 : 34)
sebagai berikut :

1. Agency Effort (Usaha Antar Instansi) Dalam Perlindungan Anak

Koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan didalam organisasi atau
instansi bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang
bekerjasama dimana dengan melakukan koordinasi menghasilkan usaha instansi
yang penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas
merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi. Usaha antar instansi dalam

hal ini merupakan usaha yang dilakukan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan
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dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional serta Satuan Reserce
Narkoba Polres Kolaka. Koordinasi dalam struktur organisasi atau instansi
mencakup kesadaran kerja sama terhadap tujuan yang telah ditetapkan, dalam hal
ini koordinasi tentunya memiliki pembagian kerja terhadap usaha-usaha yang
akan dilakukan dalam mencapai keserasian dalam bekerja.

Koordinasi dan hubungan kerja sama adalah dua pengertian yang saling
terkait, koordinasi dapat tercapal atau terjalin jika terjadi hubungan kerja yang
efektif. Hubungan kerja sama adalah bentuk komunikasi administrasi yang
mendukung tercapaianya koordinasi, karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari
komunikasi ialah tercapainya koordinasi yang berdaya guna (efektif dan efisien).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan ibu SS
sebagail bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan Kkhusus anak
mengatakan :

“sebelumnya kita disini sudah melakukan koordinasi apalagi koordinasi

kan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang

pemerintah daerah yang diharuskan untuk melakukan koordinasi. Jadi
ketika ada kasus anak di kabupaten kolaka baik kasus kekerasaan fisik
maupun psikis, pemerkosaan, pencabulan dan yang terutama kita teliti
disini kasus anak yang menyalahgunakan narkoba itu kita dinas
pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan anak melakukan
pendampingan hukum kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk
dilakukannya pemeriksaan secara berlanjut, apakah anak ini mau
dikenakan sangsi pidana atau dilakukan rehabilitasi” dan juga sejauh kami
sudah melakukan sosialiasi mengenai bahwa narkoba dengan bekerjasama
dengan pihak kepolisian, BNN dan sekolah-sekolah yang menjadi target
(wawancara dengan ibu SS pada tanggal 8 April 2019).
Dari hasil wawancara diatas peneliti mengatakan bahwa Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan koordinasi

dalam perlindungan anak sebagaimana di atur dalam peraturan pemerindah daerah
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terbukti dengan adanya kasus penyalahgunaan narkoba pada anak usia di bawah
umur, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak langsung
mengkomunikasikan ke Pihak Kepolisian untuk dilakukannya penindakan secara
berlanjut. Adapun cara lain yang dilakukan dalam proses perlindungan anak yaitu
dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan metode memberikan
pemahaman kepada siswa-siswi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan
berkoordinasi dengan BNN Kolaka dan Polres Kolaka.

Senada dengan hasil wawancara oleh Kasi Perlidungan Khusus Anak UM,
mengatakan bahwa :

“sebelumnya kan kami di Dinas PP & PA itu ketika mendapati pelaporan

terkait permasalahan anak baik kekerasaan maupun - penyalahgunaan

narkoba, Kita terima dengan baik karena itu sudah menjadi kewajiban kami
melakukan perlindungan kepada anak yang menjadi korban, untuk usaha-
usaha yang kami lakukan; yaa. kita harus melakukan kerja sama kepada
intansi lainnya, apalagi saya disini sebagai Kasi Perlindungan Khusus

Anak ketika mendapat arahan=dari atasan untuk menghubungi Pihak

kepolisian maka saya segera menghubungi, itukan juga bagian dari

koordinasi kami disini, kemudian kami dampingi anak-anak tadi yang
menjadi korban sampai pada proses hukum atau proses rehabilitasi”

(wawancara dengan bapak UM pada tanggal 8 april 2019).

Dari hasil wawancara peneliti dengan kasi perlindungan khusus anak
mengatakan bahwa proses koordinasi sudah dilakukan sedemikian rupa mengingat
bahwa itu adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan
perlindungan kepada anak usia di bawah umur terhadap masalah-masalah yang
menimpanya baik kekerasaan secara psikis maupun fisik. Proses koordinasi yang

dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan beberapa instansi yaitu Polres

Kolaka di bidang penegakan hukum dan BNN kolaka di bidang rehabilitasi.
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Selanjutnya juga wawancara dilakukan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres
Kolaka HA, mengatakan bahwa :

“...kalau untuk secara umum kita kan dari pihak petugas kepolisian selain
untuk penegakan hukum juga untuk mencegah bagaimana supaya tidak
terjadi  penyalahgunaan narkoba, sebenarnya titik beratnya itu
dipencegahan, pencegahan juga sebagai bentuk perlindungan awal, kalau
pencegahan Kkita tidak bisa bekerja sendiri, karena terkait dengan
penanganan narkoba banyak institusi yang menangani, kalau kita jalan
sendiri-sendiri otomatis tidak akan tercover semua, jadi kalau Kkita
kerjasama kemungkinan  bisa, ya . mungkin diatas 60% atau 70%
keberhasilan itu jika kerja sama dan untuk kekompakan dilapangan dalam
hal penanganan narkoba atau dalam proses penegakan hukumnya memang
biasa terjadi ketidaksesuaian, seperti halnya antara instansi terkait ketika
melakukan pelaporan ke polres terkait kasus anak kemudian pihak pelapor
meminta untuk segera ditangani, itu biasanya Kita tidak bisa, kami kan di
polres bekerja sesuai dengan prosedur dan anggota juga biasanya terbatas
dalam hal penanganan narkoba pastinya juga kami disini banyak kasus
untuk ditangani jadi tidak bisa ditangani secepat itu tapi biasa juga kita
tangani cepat proses hukumnya kalau penyidikannya cepat dilakukan”
(wawancara dengan bapak HA pada tanggal 9 april 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam penanganan kasus anak
khususnya dalam perlindungan anak kedua instansi antara dinas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dengan satuan reserse narkoba polres kolaka
sudah melakukan usaha kelompok dengan menitik beratkan pada tugas-tugas ke
setiap kelompok instansi, mengingat bahwa permasalahan narkoba itu sangat sulit
untuk dibendung. Namun pada pelaksanaan penanganan anak yang terlibat dalam
penyalahguna narkoba biasa terjadi ketidaksesuaian yang dirasakan oleh instansi
pelapor baik dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan BNN
yaitu adanya proses penanganan yang lambat.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak BA selaku Kasubag Umum

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, beliau mengatatakan :
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“jadi begini yah..pertama Kkita itu bekerja sama lintas sektoral terutama
pada penegak hukum yang kedua antara polres dengan BNN, pengadilan,
kejaksaan kita bersinergi masing-masing punya kewenangan itu di atur
dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika kemudian ada
SEMA (keputusan bersama) nah, begini terkait dengan masalah anak kalau
ada anak-anak yang menyalahgunakan narkoba, karena kita mengandung
hukum positif, nah bagaimana kalau kasus anak, kalau kasus anak
penyalahguna rata-rata itu, misalnya penyalahguna ditangkap dan ada
barang bukti atau tidak ada barang bukti, sekarang tidak ada barang bukti
dulu dia dorong ke BNN maka dilakukan rehabilitasi anak itu tidak akan di
pidana melainkan dilakukan pengobatan, lebih-lebih kalau anak itu
melapor langsung didampingi dengan pegawai dinas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak atau juga orang tuanya, dia langsung di
rehabilitasi..bagaimana kalau dengan proses hukum dia ditangkap ada
barang bukti Kita tetap melaksanakan proses -hukum tapi tergantung
kebijaksanaan hakim karena kita-menganut hukum positif , barang siapa
yang menyimpan, mengadakan, atau mengedarkan dll. Itu tidak mengenal
umur tetapi dalam penanganan ada kebijaksanaan itu sendiri misalnya
anak korban penyalahguna juga pengedar maka dikenakan sesuai pasal
yang berlaku tapi dilihat lagi kalau hakim dia melihat poinnya adalah
korban tergantung hakim dia mau vonis bebas atau rehabilitasi tapi kalau
BNN cuman menjalankan saja_karena tidak ada pembagian di undang-
undang 35 tahun 2009 anak ataur siapa itu tidak ada karena itulah hukum
positif” (wawancara dengan.bapak BA pada tanggal 10 april 2019).

Jadi dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
dalam proses perlindungan anak yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Kolaka telah melakukan usaha kelompok terbukti ketika adanya
pelaporan kasus anak baik dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak maupun dari orang tua korban, BNN segera melakukan proses rehabilitasi
dan tidak dikenakan hukuman pidana namun ketika dalam pelaporan kasus anak
penyelahguna narkoba ditemui barang bukti, BNN pun cepat tanggap melakukan
kerjasama antara pihak kepolisian , kejaksaan dan pengadilan untuk segera
dilakukan penyidikan dan penetapan vonis hukuman pidana atau rehabilitasi.

Dari pernyataan informan BA, informan IA selaku Kasi Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kabupaten Kolaka, mengatakan bahwa :
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“Pada persolan koordinasi selama ini BNN memang melakukan
koordinasi,terkait dalam penanganan narkoba terutama pada anak yang
menyalahgunakan narkoba itu perlu dilakukan perlindungan hukum dan
tentunya ada proses koordinasi kita tidak bisa jalan sendiri, untuk usaha
yang dilakukan biasa kita melakukan pencegahan dengan melakukan
sosialiasi ke sekolah-sekolah yang ada di kolaka dengan bekerjasama
dengan instansi terkait, BNN tidak bisa memaksimalkan kerja kalau hanya
mengandalkan BNN sendiri jadi didalamnya ada 2 garis besar dalam
koordinasi yang pertama koordinasi dalam rangka masalah hukum
melibatkan BNN, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan rutan itu
termasuk komponen kriminal. just sistem namanya kemudian ada
komponen kedua BNN.dan pemerintah daerah tapi didalam pemerintah
daerah ini banyak, bisa SKPD ierkait ada dinas sosial, dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada piknas kemudian
kesbangpol-itu koamponen dalam pemerintah daerah yang selama ini tidak
putus komunikasi. Permasalah narkoba kan permasalahan yang tidak bisa
diselesaikan - satu-satu instansi karena kami dalam pencegahan kami
melibatkan semua komponen-komponen masyarakat, tokoh-tokoh adat,
aktivis dan tingkat keluarga juga kami libatkan. Namun dalam proses
koordinasi tidak terlepas adanya masalah-masalah dilapangan, misalnya
sudah seharusnya ke kiri masih singgah ke kanan, kemudian antara
pimpinan dengan pimpin lantaran beda karakter, beda pendapat antara
bawahan dengan bawahan-belum lagi kalau berbicara persoalan anggaran
itu biasanya terjadi miss komunikasi” (wawancara dengan bapak 1A pada
tanggal 10 april 2019).

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejauh
ini BNN Kabupaten Kolaka dalam melakukan koordinasi telah melakukan usaha
kelompok dengan melibatkan dua komponen. Komponen pertama disebut sebagai
komponen kriminal, komponen tersebut bertugas dalam penanganan narkoba
terkhusus pada anak yang menyalahgunakan narkoba itu melibatkan kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan rutan, kemudian komponen kedua disebut sebagai
komponen pemerintah daerah yang tergabung dalam SKPD seperti halnya dinas
sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta juga
melibatkan komponen masyarakat namun dalam pelaksanaan koordinasi yang

dilakukan oleh BNN Kabupaten Kolaka dengan beberapa komponen tidak terlepas
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dengan adanya kendala, adanya ego sektoral antara individu dengan individu
lainnya.
Hasil wawancara peneliti diatas senada yang dikatakan oleh RM selaku
Kanit | Reserse Narkoba Polres Kolaka, mengatakan bahwa :
“kalau langkah-langkahnya disini kan kita sebagai fungsi penegakan
hukumnya memang salah satunya disitu pada bidang koordinasi ke
instansi terkait dalam hal ini. BNN dan kita juga libatkan kejaksaan untuk
penegak hukumnya, memang ada fungsi koordinasi. Sejauh ini dinas PP &
PA tidak terlibat karena kita kalau masalah perkara anak di bawah umur
kita koordinasinya ke pengadilan karena hasil pemeriksaan untuk anak di
bawah umur Kita harus menyurat ke pengadilan untuk penetapannya
seperti-apa karena dalam UUD perlindungan anak memang harus seperti
itu terkecuali kalau ada pelaporan dari dinas PP & PA kita pasti tangani

proses penyidikan dan penegakan hukumnya” (wawancara dengan bapak
RM pada tanggal 9 april 2019).

Dari hasil wawancara dengan bapak RM selaku Kanit | Reserse Narkoba
Polres Kolaka, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses perlindungan
anak yang dilakukan oleh pihak kepalisian itu melakukan usaha kelompok dalam
proses hukum yang berkoordinasi dengan BNN dan pengadilan namun sejauh ini
pihak polres khususnya satuan reserse narkoba ketika mendapati kasus anak
penyalahguna narkoba tidak pernah melibatkan dinas pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak terkecuali dinas tersebut yang lebih dulu membangun
komunikasi terkait kasus anak maka pihak polres akan menangani, ini
membuktikan bahwa usaha kelompok dalam proses perlindungan anak terjadi
ketidakpahaman dalam melibatkan instansi dimana pihak polres yang tertutup
dalam komunikasi kasus anak ke dinas pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak yang notabene dinas tersebut mendampingi kasus-kasus anak.
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Pembahasan proses koordinasi yang terjadi dilapangan peneliti dapat
mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan antara Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Kolaka serta Polres Kolaka, sejauh ini sudah melakukan usaha dalam perlidungan
anak terhadap penyalahgunaan narkoba, dari hasil dilapangan bahwa dalam proses
pencegahan terhadap penyalahguna narkoba itu dengan melakukan bantuan
hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum.

Perlindungan bantuan hukum diberikan kepada anak yang terlibat dalam
tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis dalam hal ini Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga pemerintah daerah
Kabupaten Kolaka yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan
anak khususnya anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini
proses perlindungan bantuan hukum' yang telah berjalan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan hubungan kerja sama antara
lembaga advokat dan penegak hukum Polres Kolaka agar anak yang terlibat dalam
penyalahgunaan narkoba mendapat tindakan yang baik dengan menghindarkan
dari hukuman pidana dengan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses luar peradilan ini untuk menghindari dan menjauhkan
anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmasisasi terhadap anak
yang berhadapan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lindungan sosial
secara wajar atau melainkan menetapkan anak untuk dilakukannya proses

rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka.
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Proses rehabilitasi terhadap anak dibawah umur yang melakukan
penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Kolaka yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, rehabilitasi
terhadap penyalahguna narkoba juga merupakan bentuk perlindungan sosial agar
tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Dalam proses rehabilitasi ada dua
jenis rehabilitasi pertama : rehabilitasi medis yaitu proses pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan pecandu atau penyalahguna dari ketergantungan
narkoba. kedua : rehabilitasi sosial yaitu proses pemulihan secara terpadu baik
fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu atau penyalahguna dapat kembali
melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kolaka, mulai dari tahap penyidikan
terhadap anak dibedakan dengan orang dewasa. Dalam hal ini Polres Kolaka
khususnya Satuan Reserse Narkoba memberikan penanganan secara khusus mulai
dari penangkapan, pemeriksaan dan anak didampingi oleh orang tua, agar tidak
menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan hukum
terlindungi, sesuai dengan SOP atau buku panduan polisi khusus untuk
penanganan anak yang berperkara dan undang-undang nomor 3 tahun 1997
tentang sistem pengadilan pidana anak. Penyidik yang menyidik tersangka anak
terlebih dahulu telah mengikuti pelatihan dalam penanganan anak, selanjutnya
tingkat proses pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Kabupaten
Kolaka dengan memenuhi hak-hak anak seperti dihadiri orang tua atau wali,

didampingi penasehat hukum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
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Perlindungan Anak, pembimbing masyarakat klien anak agar dalam vonis hakim
tidak terlalu tinggi dan tempat penahanan anak dibedakan dengan orang dewasa
serta proses penahanan dan persidangan yang singkat dan mudah.

Namun sejauh ini juga dalam usaha-usaha yang dilakukan antar instansi
tersebut belum berjalan secara efektif terbukti dengan adanya ketikdaksesuian
dalam bekerja, artinya proses koordinasi yang dilakukan itu mengalami masalah-
masalah misalnya dalam pembagian kerja, adanya perbedaan pendapat (orientasi),
adanya keiinginan untuk menyelesaikan tugas secara individu ataupun sektarian
dan terjadinya miis komunikasi terutama dalam urusan penganggaran. Peniliti
mengatakan bahwa dalam proses koordinasi untuk mencapai koordinasi yang
efektif itu dengan mewujudkan keserasian dalam bekerja senada yang dikatakan
Awaluddin Djamin dalam Kementerian Koordinator BPMP (2015 : 15),
mengatakan bahwa dalam koordinast didasarkan pada kerja sama antara badan,
instansi atau unit-unit pada pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling
mengisi, membantu dan melengkapi dalam mencapai tujuan bersama yang telah
disepakati.

2. Unity of Action (Kesatuan Tindakan) Dalam Perlindungan Anak

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau
satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi
lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep
kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi antara Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten Kolaka dan Polres Kolaka bahwa pemimpin harus mengatur
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sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat
keserasian didalam mencapai hasil.

Kesatuan tindakan merupakan kesatuan dari pada usaha bahwa pemimpin
harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari setiap kegiatan individu
sehingga terdapat adanya keserasian dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan
juga merupakan kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi
yang baik dengan mengatur jadwal waktu bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan
sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Di dalam pelaksanaanya pemimpin
harus memiliki usaha-usaha'kreatif dan memiliki inisiatif dalam menyadarkan
anggotanya dalam melaksanakan koordinasi dilapangan. = Kreatifitas yang
dimaksudkan bahwa seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menciptakan
suatu yang baru, sebagai kemampuan-untuk menciptakan gagasan-gagasan baru
yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk
melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya.
Kemudian berinisiatif bahwa seorang pemimpin dapat mengembangkan dan
memberdayakan sektor kreatifitas daya pikir manusia untuk merencanakan idea
atau buah pikiran menjadi konsep yang baru yang dapat bermanfaat. Oleh karena
itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi, penguatan kelembagaan
organisasi dapat memberikan kesatuan tindakan dalam menjalankan tujuan dari
organisasi tersebut karena memiliki acuan dasar yang kuat dalam

menjalankannya.
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Dari hasil wawancara terkait kesatuan tindakan peneliti mewancarai ibu
SS sebagai bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak
mengatakan :

“iya..kesadaran bagi setiap anggota instansi memang harus ada tapi biasa

sering terjadi ego sektoral masing-masing instansi jadi mereka merasa dia

punya tanggung jawab sendiri padahal disitu ada instansi lain juga terlibat
atau berhak tau dengan kasus tersebut tapi masalahnya kita biasa minta

data saja tidak dikasi di BNN” (wawancara dengan ibu SS pada tanggal 8

april 2019).

Jadi dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa pentingnya
kesadaran bagi setiap anggota instansi untuk saling menyesuaikan agar terhindari
dari tumpang tindih, namun pada kenyataannya masih terdapat ketidaksadaran
dari sebagian. anggota instansi khususnya yang ada di BNN Kolaka terbukti
dengan Kketertutupan dalam memberikan informasi data terkait kasus
penyalahgunaan narkoba ke Dinas. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.

Selanjutnya wawancara dilakukan oleh bapak UM selaku Kasi
Perlindungan Khusus Anak, mengatakan bahwa :

“untuk masalah-masalah itu biasa kami hadapi ketika melakukan

koordinasi ke intansi lainnya, misalnya ketika kami menghubungi pihak

kepolisian untuk segera menangani korban, kemudian pihak kepolisian itu
lambat merespon atau dari pihak BNN lambat dalam melakukan
rehabilitasi itu biasa terjadi miss komunikasi, artinya diantara kami ingin
segera ditangani lantaran desakan dari keluarga korban tapi intansi lainnya
itu sedikit lambat” (wawancara dengan bapak UM pada tanggal 8 april
2019).
Dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa ketidaksadaran bagi

setiap anggota instansi itu juga ditimbulkan di pihak kepolisian terbukti dengan

adanya keterlambatan dalam merespon pihak pelapor khususnya Dinas
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kasus penyalahgunaan
narkoba, inilah yang kemudian menghambat dalam kelancaran proses koordinasi
dalam perlindungan anak.
Hal ini serupa dengan bapak 1A selaku Kasi Pencegahan dan
Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kabupaten Kolaka, mengatakan bahwa :
“sejauh ini dalam proses perlindungan anak penyalahgunaan narkoba itu di
mulai dari sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat, kemudian
kesadaran dalam bekerja itu harus ada karena itu sebagai penunjang dalam
mencapai hasil yang efektif tapi tidak bisa dihilangkan bahwa dinamika
dalam birokrasi itu juga selalu ada tapikan kita di-BNN tidak mau terlalu
banyak  fokus “kesitulah bahwa kadang-kadang seharusnya ke kiri masi
singgah di kanan dulu itu Kita tidak mau terlalu urusi, kalau sesama
birokasi kita tidak anggap masalah ji itu kita bisa selesaikan di internal kita
saja,makanya kalaupun ada benturan-benturan ditingkat dua komponen
kan kita kembali fokuskan hanya satu yaitu korbantap! permasalahan itu
tidak boleh kita kedepankan sehingga nanti ada keluarga yang merasa
dikorbankan” (wawancara dengan bapak 1A pada tanggal 9 april 2019).
Jadi dari hasil wawancara'peneliti-dengan Kasi P2M BNN Kolaka peneliti
mengatakan bahwa proses perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba
telah dilakukan dengan melakukan pencegahan awal yaitu melakukan sosialisasi
ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat, tujuan dari ini- adalah memberikan
pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun sejauh ini dalam
proses koordinasi antar instansi masih terdapat tumpang tindih antar instansi yaitu
dengan adanya ketidaksadaran bagi setiap anggota instansi untuk saling
menyesuaikan dalam bekerja dan juga terdapat ego sektoral terbukti dengan
adanya tindakan yang dilakukan anggota intansi diluar dari arahan pimpinan.

Kemudian wawancara dilakukan oleh bapak TS selaku Kasi Rehabilitasi

BNN Kabupaten Kolaka, mengatakan bahwa :
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"sejauh ini BNN Kabupaten Kolaka telah melaksanakan tugas itu sesuai
dengan aturan yang ada, untuk kesadaran setiap anggota memang sering
bersinggungan apalagi ketika kita melakukan yang namanya koordinasi
artinya dalam koordinasi kan melibatkan beberapa intansi dalam hal ini
Polres dengan Dinas PP & PA, bagi saya itu hal biasa dalam berlembaga
tapi saya juga harus tetap focus pada tujuan kerja, apalagikan ini
permasalahan yang menyangkut anak, ketika ada pelaporan bahwa korban
penyalahgunaan narkoba itu dari kalangan pelajar, maka saya harus segera
melakukan rehabilitasi” (wawancara dengan bapak TS pada tanggal 9 april
2019).

Pentingnya kesatuaan tindakan atau kesadaran bagi setiap anggota instansi
untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan instansi lainnya agar anggota
instansi tersebut tidak berjalan dengan-sendirinya, namun dari hasil penelitian
diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam proses koordinasi yang
dilakukan antara dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan
BNN terjadi ketidaksadaran dalam bekerja, dimana pihak BNN yang selalu
mengabaikan permintaan data “.dari * Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menimbulkan ketidaksempurnaan dalam = melakukan
koordinasi.

Berkenaan dengan kesatuan tindakan bahwa pemimpin yang mempunyai
wewenang dalam mengatur usaha-usaha dari setiap individu, peneliti mewancarai
bapak HA selaku Kasat Reserce Narkoba Polres Kolaka, beliau mengatakan :

“Untuk proses perlindungan anak penyalahguna narkoba, kitakan di polres

sudah melakukan koordinasi ke instansi lainnya, anak dibawah umur kalau

dalam tindak pidana umum ada aturan tersendiri yang mengatur yaitu
sistem perlindungan pidana anak yaitu kita melakukan pemberantasan
kemudian kita berikan hak-hak nya yang ada dalam undang-undang itu
kita berikan hak-hak nya, diberikan pendampingan dari BNN dan
pendampingan dari orang tua yang biasa juga ditemani dari pihak dinas
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ketika orang tuanya
melapor ke dinas, kalau untuk penegakan hukum tetap dilakukan

penegakan hukum hanya dengan prosedur yang sedikit berbeda dengan
penegakan hukum terhadap orang yang sudah dewasa. Nah dalam
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pelaksanaannya kan biasa juga terjadi ego sektoral antara individu dengan
individu lainnya atau mementingkan tugas kelompok sendiri, saya pun
disini sebagai pimpinan selalu memberikan arahan terlebih dulu kepada
anggota-anggota saya dalam pelimpahan kasus ke pengadilan, terutama
saya tekankan bahwa dalam bekerja harus sesuai dengan aturan yang ada
dan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus tetap
profesional dalam menjalankan tugas bahwa ini adalah tugas kita bersama”

(wawancara dengan bapak HA pada tanggal 10 april 2019).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bawah dalam
proses koordinasi perlindungan anak, seorang pimpinan selalu memberikan
arahan-arahan kepada anggota-anggotanya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan
agar dalam pelaksanaan koordinasi antar. instansi dalam perlindungan anak
menimbulkan kesadaran bagi setiap anggota instansi kemudian melahirkan hasil
yang efektif.

Pembahasan dalam proses koordinasi yang terjadi dilapangan peneliti
dapat mengatakan bahwa proses - koordinasi yang dilakukan antara Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Kolaka serta Polres Kolaka, sejauh ini perlindungan anak
sudah berjalan dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke
masyarakat namun dalam kesatuan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk
mencegah terjadinya tumpang tindih dilapangan itu belum efektif, pemimpin
hanya memberikan arahan untuk tetap menjaga komunikasi dan fokus pada tujuan
tanpa memiliki kreatifitas atau inisiatif dalam meminimalisir terjadinya tumpang
tindih antar instansi. Peniliti mengatakan bahwa pentingnya seorang pemimpin
dalam melakukan kerja sama dengan adanya Kkreatifitas dan inisiatif untuk

mencapai hasil yang efektif, hal tersebut sebagai langkah dalam mengurangi

masalah-masalah dalam koordinasi bahwa seorang bawahan dalam bekerja
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sepenuhnya hanya berkiblat pada petunjuk seorang pimpinan. Sebagaimana
menurut Mc. Farland dalam Rukmanayanti (1985 : 89), mengatakan bahwa dalam
koordinasi pimpinan mengembangkan pola usaha-usaha antar instansi secara
teratur di antaranya bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam
mencapai tujuan bersama. Maka dengan adanya usaha-usaha (kreatifitas dan
inisiatif) yang dilakukan seorang pemimpin akan mewujudkan proses koordinasi
yang baik dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan.
3. Common Purpose (Tujuan bersama) Dalam Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang
hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan
kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam
melaksanakan tujuan bersama yang. telah ditetapkan dalam kelompok dimana
mereka bekerja. Dalam hal ini tujuan-hersama harus difokuskan pada intansi yang
terlibat antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka dan Polres Kolaka dalam
perlindungan anak terhadap penyalahguna narkoba. Keberhasilan koordinasi di
lihat dari pencapai tujuan bersama, melakukan usaha-usaha dalam perlindungan
anak baik secara pencegahan melalui sosiasliasi tentang bahaya narkoba ataupun
melakukan rehabilitasi kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkoba serta melakukan usaha-usaha bantuan hukum dan penegakan hukum.
Keberhasilan koordinasi juga dilihat sejauh mana anggota berinteraksi antar
instansi bekerja sesuai dengan pembagian kerja dengan mengedepankan tujuan

bersama.
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Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu SS sebagai bidang
perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak mengatakan :
“lya artinya adanya koordinasi itu supaya bagaimana perlindungan anak
bisa berjalan sesuai yang diharapkan, koordinasikan merupakan proses
pencapaian secara bersama, perlindungan anak itukan dari pertama
pencegahannya, terus kalaupun terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis
ataupun penyalahgunaan narkoba terhadap anak itu kita harus menangani,
menangani dengan baik dan kita dampingi terus sampai kasusnya selesai,
terlebih dulu juga kita mengkomunikasikan ke polres untuk bantuan
hukumnya sampai ada putusan pengadilan, apakah anak dikenakan

hukuman pidana atau hukuman bebas dengan syarat rehabilitasi oleh
BNN” (wawancara dengan ibu IS pada tanggal 8 april 2019).

Dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa koordinasi yang
dilakukan Dinas: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Anak sudah
berjalan cukup baik terbukti dengan membangun komunikasi ke pihak penegak
hukum khususnya kepolisian polres kolaka terkait masalah yang ada untuk segera
dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian memastikan korban untuk di
rehabilitasi ketika tidak mendapati bukti-bukti yang kuat terkait penyalahgunaan
narkoba. Rehabilitasi dilakukan baik secara medis maupun sosial, secara medis
dilakukan  pengobatan secara terpadu dengan tujuan meringankan efek dari
narkoba tersebut dan secara sosial dilakukan dengan memberikan arahan positif
agar korban stabil dalam hal mental serta tidak mencoba untuk mengulangi
kesalahannya.

Selanjutnya wawancara dilakukan oleh Ibu HR selaku Bidang Pemenuhan
Hak Anak, mengatakan bahwa :

“sejauh ini dalam perlindungan anak yang kami lakukan tentunya kami

focus pada tujuan awal atau tujuan bersama, itukan menjadi indikator

keberhasilan kami dalam bekerja, bahwa anak yang menjadi korban itu
sepenuhnya mendapat perlindungan baik dalam pemenuhan hak anak,
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adanya orang tua atau keluarga yang terlibat dalam pendampingan”
(wawancara dengan ibu HR pada tanggal 8 april 2019).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
pelaksanaan koordinasi dalam perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Kolaka dan Polres Kolaka sangat menfokuskan pada tujuan
bersama, bahwa proses perlindungan anak itu harus berjalan sesuai dengan tujuan
yang telah disepakati.

Berkenaan dengan tujuan bersama, peneliti kemudian mewancarai bapak
BA selaku Kasubag Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, beliau
mengatatakan :

“oh iya..dalam proses koordinasi tentunya kami mengedepankan tujuan

bersama artinya disini kita ~disatukan dengan satu program yaitu

melindungi anak dimulai dari pencegahannya mauapun pada proses
hukumnya, jadi cara yang dilakukan itu melalui pemberian pengetahuan
bahwa tujuan Kita harus tercapai dengan baik, dengan menempatkan

anggota pada posisi yang sesuai kebutuhan” (wawancara dengan bapak
BA pada tanggal 9 april 2019).

Jadi dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa proses koordinasi
yang dilakukan antar instansi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan
narkoba telah menfokuskan pada tujuan bersama yang terlah disepakati, indikator
keberhasilan koordinasi dilihat sejauh mana indikator sebelumnya berjalan dengan
baik, metode yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang
pencapaian tujuan bersama dengan menempatkan anggota instansi pada posisi
yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagaimana juga dikatakan oleh HA selaku Kasat Reserce Narkoba

Polres Kolaka, beliau mengatakan :
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“Secara umum ya..karena memang tugas kita untuk penegakan hukum
dibidang narkoba, kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan
instansi tekait kemudian kita bertanggungjawab terhadap penyalahguna
narkoba dikabupaten kolaka ini dalam artian kalau banyak penyalahguna
narkoba otomatis yang pertama dievaluasi, karena kita tidak punya
anggota dipolsek-polsek. Jadi, ketika kita melakukan kerjasama dalam
perlindungan itu sebenarnya tujuannya untuk memperluas jaringan Kita
karena informasi, karena informasi dari BNN dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak kita satukan demi mencapai tujuan
bersama”(wawancara dengan bapak HA pada tanggal 10 april 2019).

Dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa usaha yang dilakukan
pada bidang penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan
terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan koordinasi dari beberapa
instansi yang ada dengan tujuan memperluas jaringan agar tujuan bersama yang
telah disepakati tercapai secara maksimal.

Dari pernyataan informan HA, informan RM selaku Kanit | Reserce
Narkoba Polres Kolaka mengatakan bahwa.:

“Jadi untuk tujuan bersama kami disini-di polres lebih mengutamakan
penegakan hukumnya karena kami disini tidak punya satuan khusus untuk
pencegahannya, biasa kalau dari pihak BNN ingin melakukan penyuluhan
dan penyidikan kami di undang karena kami di satuan narkoba kan
datanya lebih jelas dibanding mungkin satuan lain kemudian kalau ada
pelaporan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kita
juga tangani.Bahkan disini kita sudah menangani perkara anak-anak yang
terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ada 2 itu yang sudah SP3 karena
undang-undang peradilan anak memang seperti itu, berdasarkan hasil
pertemuan bahwa hasilnya itu kita kirim ke pengadilan untuk menentukan
keputusannya seperti apa, pengadilan keluarkan putusan SP3 yaa..kita
mengikut putusan pengadilan” (wawancara dengan bpak RM pada tanggal
10 april 2019).

Dari hasil penelitian dalam proses koordinasi yang dilakukan Pihak Polres
kolaka khususnya pada Satuan Reserce Narkoba dengan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak dan BNN sudah bekerja sesuai dengan

prosedur demi mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama sangat penting
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ditekankan pada setiap usaha-usaha anggota instansi yang terlibat dalam
perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba agar menimbulkan
kesadaran dan mengurangi terjadinya ego sektoral dalam bekerja.

Pembahasan tujuan bersama dalam koordinasi antara Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Narkotika Nasional serta Polres
Kolaka memiliki tujuan melakukan perlindungan anak dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba secara efektif, peneliti dapat mengatakan bahwa sejauh
ini dari fakta dilapangan proses perlindungan anak yang dilakukan antar instansi
tersebut sebagian daripada anggota intansi sudah berusaha melakukan usaha-
usaha dalam pencapaian hasil yang efektif, dengan melakukan pencegahan awal
yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat tentang bahaya narkoba,
melakukan bantuan hukum dan rehabilitasi serta penegakan hukum. Namun di sisi
lain bahwa dalam usaha-usaha yang- dilakukan masih terdapat masalah-masalah
seperti halnya terjadinya ego sektoral dan perbedaan pendapat, masalah ini
tentunya akan menghambat proses pencapai hasil yang efektit dalam koordinasi.
Peneliti mengatakan bahwa dalam pencapai koordinasi yang baik itu dasarkan
pada kesadaran setiap anggota maupun instansi yang terlibat dalam bekerja,
melibatkan intansi dengan melakukan usaha-usaha terstruktur dan menjadikan
seorang pimpinan sebagai panutan dalam bekerja sebagaimana yang dikatakan
Moekijat dalam Kamaria (2014 : 9), mengatakan bahwa dalam proses koordinasi
diperlukan penyelerasaran secara teratur dan penyusunan kembali kegiatan yang
saling berinteraksi antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama yang

efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka
diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

Untuk mengukur seberapa jauh efektivitas koordinasi antar instansi dalam
perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba di kabupaten kolaka peneliti
menggunakan indikator koordinasi dengan 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Agency Effort (usaha instansi), dilihat dari usaha instansi masing-masing pihak
instansi dalam berkoordinasi baik dinas pemberdayaan perempuan dan
perelindungan anak dengan badan narkotika nasional kabupaten kolaka dan
polres kolaka sudah melakukan usaha-usaha antar instansi dalam perlindungan
anak diantaranya melakukan usaha sosialiasi ke sekolah-sekolah, bantuan
hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum namun sejauh ini dalam melibatkan
usaha-usaha antar instansi biasa terjadi tumpang tindih antar instansi, adanya
ego sektoral yang kemudian menimbulkan miss komunikasi.

2. Unity of Action (kesatuan tindakan), sejauh ini dalam proses koordinasi antara
dinas pemberdayaan perempuan dan perelindungan anak dengan badan
narkotika nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka masih terdapat
ketidaksadaran di setiap anggota instansi dalam melakukan perlindungan anak
terhadap penyalahguna narkoba sehingga menghambat dalam proses
koordinasi, seperti halnya dalam melakukan pencegahan awal sosialisasi
ataupun bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum terjadi perbedaan
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pendapat dalam menjalankan tugas sehingga masih ada sebagian yang
menjalankan tugas diluar kesepakatan bersama, ini membuktikan bahwa
seorang pimpinan belum maksimal dalam memberikan usaha-usaha
(kreatifitas dan inisiatif) ke pada bawahannya untuk meminimalisir terjadinya
tumpang tindih dilapangan dan

3. Common Purpose (tujuan bersama), koordinasi yang dilakukan antara dinas
pemberdayaan perempuan dan perelindungan anak dengan badan narkotika
nasional kabupaten kolaka dan polres kolaka telah -mengedepankan tujuan
bersama dimana seorang pimpinan instansi yang selalu memberikan arahan
kepada setiap anggotanya ketika terjadi perselihan dalam bekerja agar proses
koordinasi dalam perlindungan anak terhadap penyalahgunaan narkoba
berjalan secara efektif dengan tujuan memberikan perlindungan anak dari
penyalahgunaan dan peredaran . gelap narkoba secara efektif dimulai dari
bantuan hukum, rehabilitasi dan penegakan hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat
disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
agar tetap menjaga komitmen dalam menjalankan tugas baik secara tertulis
maupun secara tindakan agar anak yang terlibat dalam kasus kekerasaan
ataupun terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat terlindungi dengan baik.

2. Disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka agar selalu

pekah terhadap permasalahan narkoba yang timbul dari masyarakat baik itu
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anak maupun dewasa dengan memberikan penanganan yang intensif terhadap
korban-korban penyalahgunaan narkoba.

. Disampaikan kepada Pihak Kepolisian Kabupaten Kolaka agar lebih
mengingkatkan eksistensi dalam menjaga keamanan daerah supaya
kedepannya tidak ada lagi permasalahan yang membuat masyarakat resah.

. Diharapkan untuk semua pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat
kabupaten kolaka agar aktif mendukung dalam pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan dan - peredaran gelap narkotika (P4GN) dengan tujuan
menekan dan meniadakan kasus penyalahgunaan narkoba terhadap anak

maupun dewasa dan anak dapat terlindungi dengan baik.
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